BUPATI SIMEULUE

Menimbang

Mengingat

RANCANGAN

QANUN EARUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG
RETRIBUST IZIN TEMPAT USAHA

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KTIASA

BUPATI SIMEULUE

bahwa dalim rengka pengnturan dan penstan tatn rang yang serast
denpan perkembangan pembangunan dowasa Ini dan memberikan
fesompatan keoda penguseha wntuk lebih berperan aadf dalam
pengembangan usahanya serta dapat meningkatkan pembanguman daeral
certa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Decrah Kabupaten Simeulue,
dipundang perlu pengamran tentang Retribusi lzin Tempat Usahs;

bahwa nntuk niaksud tersebut perfu ditetapkan dalam suat Qanun.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 wentang  Hukum  Acara Pidana
( Lembarn Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomer 76,
Tambahun Lembaran Negara Nomor 3209);

Undang-imdeng Nomor 48 Tahun 1999 teniang_Pembentukan Kabupaten
Bireun dan Kabupaten Simeulue (fembaran Negars Republik, Indonesia
Tahun 1999 Nomar 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
Undang-undang Normor 34 Tahun 2000 teptang  Perubahan atas Undang-
undang Nomor 18 Tabwun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Dagrah (1 emburan Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahsn Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-andang Nosmor 18 Tahun 2001 tenting  Otenomsi Khusus bagi
Provinsi Traerah Istimewa Aceh sehagai i Nonggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
114, Tambahan Lembarsm Negata Nomor 4134);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbenruksn Peratucan
Perundang-Undangan (Lembaran Nogara Republik Indonesia Tatun 2004
Namor 53, Tanibahan Lembaran Negara Nomor 4189);

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
schaguimang telah diubah dengan Peratyran Femerintah Pengganti
Undangundang Nomor 3 Nomer 2005 tentang Perubshan Ates Undang-
widang Nomor 32 Tahwn 2004 tentang Pemerintshan Dagrah (Tembaran
egara Republik Indonesia Tahm 2005 Nomor 38, Tambghan Lembsran
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7 Undang-undang Nomor 33 ‘Tahun 2044 tentung  Perimbangen Keuangm
Antma Pemeciniah Pusat dan Daerah {Lembamn Negara Republik
h;d}l;zxia Talun 2004 Nomor 126, Tambaben Lembaran Negara Nomeor
4438); 3

% Peruturan Pemesdinuh Nomor 27 Tabun 1983 wneang Pelaksanann
Undang-undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukem Acara Pidana
{Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 1983 Nomar 6, Tembahan
Lemburan Negars Nomor 3258);

9. Porstumn Pemerinth Nomor 25 Tahun 2000 tontang Kewenimgun
Pemerintah dan Kewenangan Pomerintah Propinsi ssbagai daerah Otonom
{Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2000 Nomor 54, Tambshan
Lembaran Negara Nomar 3952);

10, Peraruran Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaun dan
Pengawasan alas Penyelenggaraan Pemerintah Dueroh (Lembaran Negara
Tepublik Indonesia Tabun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
MNomor 4890}

11, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tabun 2001 tentang Retribusi Dacral

.+ (Lembaran Negera Republik Indonesia Tatum 2001 Nomor 119,
‘Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

12, Keputusen Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tabun 1997 tentang Penyidik
‘Pegawai Negeri Sipil di [inglungm Pemerintsh Dacrzh.

Dengan Persetnjuan Bersama.

DEWAN PERWAKTLAN RAKYAT DARRAT KABUPATEN SIMEULUE

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
: QANUN KARBUPATEN SIMEULUE TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT
TISANA
B1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
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. Dacrah adalah Kabupaten Simeutue;

Pemerintat Dserah adalah Bupati beserta pevangkat duersh otonom lainaya
schagai Badan Eksekusif Dacrah;

. Bupatl adalah Bupati Simeulie;
. Wakil Bupati adeleh Wakil Bupati Simeulve;
. Dewan Pervakilan Ralyat Daersh Kabupaten Simeulue yang selanjutiya

disimgkat DERT) Kabupaten Simeulue, adalab Badan Legislatif Dacrsh;

Dings Pendaputan Doersh sdalah Dinas Pendapotan Daersh  Kabupaten
Simentuc;

Pejabat sdalah Pegawni yang diberl tugas tertentu di bideng retribusi daesah
sesusi dengan peraturan perandangan-undangay yang heriadauy

Badan adalsh susty benti beden ussha yang meliputi perseroan terbatas,
perseromn komanditer perscroan lainnya, badan usaha raitik negara atan daerah
denpan nama dum bemtuk apapun, persekutian, perkumpulan finma, kongsi,
Koperasi, yayasan aiau orpanisast yong sejens, fembaga. dana penstun hemtuk
usaha tetap serin bentsik usaha linnys;
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Rearibusi Dacrah adalah pungumn duersh sebogai pembayaran aias josn o
pemberian izin tertentu yang Khueus disediakan dan atan diberikan oleh
intah daeral urok kepentingan orang pribadi stas badan;
Jasa adalah kegistan pemerintah deersh berupa usaba dan pelayanan yang
menyediakan barang, fasilitas atau kemanfaaran lsinmye yang dopot diniketl
oleh orang dan wau badun:
Tempat Usoha adalah tempat-tempat melakukan usaha vang dijalankan secrs
teratur dalam suata bidang usaha tortentu dengan maksud mencar keumtungan;
Surat Izin Tempat Ussha (SITU) yang diberikan untuk membuka dan abna
menggunakan tempat atau ruangan, tempat usaba perdaganean dan jass;
Pungutan adalah suatu rasgkaian kegiatan mulei dari penghimpunan data objek
dan subjek paiak atau retribusi, penenruen besamya pajak atay retihusi yang
terstang sampal kegiatm penagihan pajak atan retribusi kepada wajib pajak;
Surat Pendaftaran Obiek Retribusi Darrah yang selanjutnyz disingkat SPORD
adalah surat yang dignnakan olel wajib reteibusi untuk mendapatkan data objek
retribusi dan wajib Retribusi sehagti dasar perhitngan dan pembayeran
retribusi yang terhutang memimd peraturan perundengmdangan  retribust
daeraly
Surat Ketotapan Retribusi Dacrah yang selagjutnya disingker SKRD adalah
surai keplitusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang tertang:
Surat Keletopan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnys disingkat
SKRDKD adalah surat keputusen yamg menentukan besarnya jumish rotribusi
Yang terutang, jumiah kredit resritus, jumlah kelurangan pembayarm pokok
ratribusi, besamya sarlst adminstasi dan jurnlah yang masih heros dibayar;
Surul Keletapan Retclhusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yeng selanjuinya
dapat disingkal SKRDKJAT, adalah suras keputusan yang measntukan tambabin
atas jumlob retribusi yang telah ditetapkan:
Surat Kelelopan Regribusi Daerah Lebih Bayor, yang selanjutnya dupal
disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlsh kelebilian
pembayaran reicibusi karena junlah kredil retribusi Jebih besar dari pada
retribusi yang techtang atau tidak seharusnyn tediutang;
Surat Tagiban Retribusi Dacral, yang selanjutnya dapet disingkat STRD, adalsh
sural uniuk mefukukan tagihan reiribusi dan atau saiksi adniindstrasi bereps
‘bunga dan / ateu dends;
Surat Kepulusan Keberatn ndaloh surst kepunsan atas keberaton terhadip
SKRD, atan dokumen lain yane dipersamakan SKRDEBT dun SKRDBL yang
dijulen olel wajib refriusis
Pemerikrasn adalah seranghaiun kegiatan untuk mencari, mengampulkan dan
mengelole dutn don atwu heterangan Jeinnya dalam rangka pengawasan
kepamhan pemenuhan kewsjiben teeibusi daersh berdasarkan  pesuturan
perundang-undangan remribusi dueral;
Penyidik adalsh pejabat polisi Republik Indoncsia sehageimann dimaksud
dalam pusal 6 avat {1) bruf a Undang-undang Nomor 8 Tahua 1981

. Penyidik Pegawni Negeri Sipil selanjumnya disingkat PPNS adaleh Pejebat

Pegawai Neger! sipil ferienty i Lingkungan Deerah Pemerintah Dacrah yang
diberi wewenang Kinss schagsi penyidi tndak pidana di hidang perpaiakan
daerah dan retribusi daemb schogaimona dimaksud dalam Undang-undong
Nomor 8 Tahun {981 teatang Hukum Acara Pidana;

Penyidikan Tindak Pidapa di bidang Retribusi Daerah adalab scrangkaian
tindakan yang dilakukan olch Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang sclanjutrya.
disebul Penyidil, guna mencari serta mengtmpulkin bukti yang dengan bukti
itu membuat terang ndak pidima di bidang retribusi doeral yang rerjadi serta
roenemukn tersangkanyn.



MAKSUD DAN TUIUAN
Pusal 2
Pemberian Frin Tempat Usaha di unfuk mengatur,

mengendalikan serts menatn kegiatan nsaha sesuai dengan peruntokan kawesan dan
7onu yang dist dalam Rencana Tota Ruang Wilayah Kabupsten Simealue.

Pasal 3

Pemberian Tein Tempat Ussha bertujum wniuk mewsudkan kerertiban dalom
berussha baik ditinjan dori sepi lokssi maupun hubungan dengan Rencana. Tara
wah Kabupaten Simeulus,

BAB I
NAMA, ORJEK DAN SUBJER RETRIBUSL
Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Terapat Usaha dipungut refritust atas pemberian Tein
Tetnpat Usate.

Pasal 5

Objek Retribusi adaleh seliap pemberian Lzin Tempat Usaha kepads vrang  stan
‘badan.

Pasal 6
Subje Retribusi adalah umnag staw badaa yang memperoleh Izin Teimpat Liszha.

BABRTV
PERIZINAN

Fazal 7

{1} Setiap crana dam / ot badan yang hendak membuka Tempat Usaba / Jasa
aalam wilaysh Kabupaten Sizzulue hass ‘memperolel zin Tempat Lfzahn
torlebi-dabulu dengan ukan permohonan secara tertulis kepada Bupati
Simeulue;

(2) Sefiap penberiun Lein Tompat Usaha sebagaimana dimaksud dalom ayat (1)
diatas dipungut retritusi;

(3) Syarat-syamal pengajuum parmohonan kzin Tempat Usaha dengon melupirkan :

Sueat permoho

nan bermatersl.
Toto copy Karm Tunda Penduduk (KTF) perilik yang masih berlaka,
Pas photo pemilik perusaliean ulutan 3 x 4 cm sobamyal 2 lembar.
Paiak daerah dan retiibusi dacrah tbun berjalan.
Alite pendirian perusshaan | perubahannys (berbadan hukam).
Starus tempat n3aha
Bukii pembayarsn fiskal dari Dinss Pendopatan Dactab Kabugoten
Simeculue.
Bekomendast dari Camat,
Rekomendasi dari kepala dese.
Foto copy Tanda lumas PRE tabn berjalan.

FE mespag



0] Syim—syarulam scsnal dengan kegiatan vsaln melip
storun, Rumah Molian, Katering dan kedal kopi melampirken korta Kir

it Fobidat fost Diet K ostopan Kabupaten Simeulve dan lzin

Gangguan (HO) dari Bupai Simenlue.

Runwh leoorntilcan dan wistna pangkas melanplrkan

1. Rekomendasi dari Majelis Pmnusyuﬂmm!an Ulsma  Kabupaten

Simeulue

2, Kartm Kir dori Dinas Kesehatan Kabupaten Simeulue.

3. Surat Pernyatuan dari Plmpinan Perusahaan,

4. Izin Gangguan (HO) dart Bupati Simeulue.

Video Game, Play Station melampirkan :

1, Rekomendasi duri Dinns Pendidikan Kebupeten Simeulue.

2. Suras Pernyataun deri Pisspinan Perusahaan,

3. Izin Gangguan (H10) dari Bupati Simeulue.

o

e
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Rental dan jual Ved melampirkan :

1. Rekomendssi darl Majalis Permusyawamian Ulima  Ksbupaten
Simeuiuc.

2. Surat Pernyataan dari Pimpinan Perusahsen.

5. lrin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

Wamet dun Internet melampirkan :

1. Rekomendas dar Dinas / Instansi terkait
2. Rekemendasi Polisi Resort Simenlne.

3 Izin Gangguan (HO) dari Bupati Simexlue.

Depot Obat melampirkan :

1. Rekomendasi dari Dinas Keschatin Kebupen: Simeulue.
2. Pas photo 3 x 4 sehanyak 4 lewbar

3. Sumt lzin Kedn Asisten Apoteker,

4. Surat Pernyatsan Asisten Apoteker.

5. Jzin Gunggua {HO) dari Bupati Simeviue.

“Apotik melampirkan :
1. lzin Apotik dari Dinas Keschatan Provinsi Nanggrae Aceh Darussalam-
2. brin Gangguan (HO) dari Bupati Simeulue.

"
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Rumsh Sakit. Rumsh bersalin dan Klinik melampirken :
L. Izin pendirian dari Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Acsh
Durussala

2. tzin Cangguan (HO) duri Bupai Simeulue.

mumu-., Pabrik mka simntan melampirkan :
dari dun P Kabugaten

" Simeulue,
2. Rartu Kir dan Resomendssi dori Dinas Kesobatan Kabupaten Simeulue
3. Izin Gangouan (HO) dari Bupali Simeulue

j. Kopamsi melampitkan Akt Pendirin Koperasi / Perubhan.

=

Porbengkelan, Door Smir, Ruang Pegyimpanan, Pergudangan, Penimbunan
Minyak, Oli, Gas / Bipiji dan percrtalen mefampiran Jzin Gangeuaa (HO)
i Bupati Simenlue dan pernyataan izin telangga.

Mobil barang / pemunpang melampickan Rekomsndasi dari Dinas
Pertmbumgsn Kalupaten Simeulue.



1n. Usaha Burung Walet melampirken :
1. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupatea Simeule.
2. Rekomendasi diri Bupedolda atan Tostansi lin yong ditusjuke oleh
Bupati Simeulue.
3. Iein Gemgguan (H0) dari Bupati Simeulue.

Perhotelan, Losmen, Penginapan dan Wisma melampirkan :
Rekomendasi dari Dinas Syari®at islam dan Kesejhtesaan Sosial
. Pajak Hotcl dan Restarm tahun berjalan

Surat Pernyatann dari Pimpinan Pernsahaan.

I7in Gangguan (HO) duri Bupali Simeulue.

Rekomendasi Dari Dinns Poriwisela,

o

o. Pemakuin kekayann daersh Super Maket, Pasar Inpres dan Bangunan ¢
fmah milik Pemeriatel Damh, melampikan Izin Sewa dari dinas
pengelota.

Pasal 8

(1) Permohonan Izin Tempat Usaha harus diperoses dulam jangka waktu paling
lama 14 {empat belas) hari sjak tanggal diterima permohonan yang telsh
lengkap dan memenshi sersua persysmatan serla pemohon telah melumasi
Retribusi Lzin Tempat Usah;

(2) Ketentuan ayar (1) pasal ini tidok berlaku, bil ada hal-hal difuer kemampum
tekhmis manusia.

BAB V
JANGRA WAKTU BERLAKUNYA TZIN TEMPAT USAHA

Pagal &

(1) Surat Izin Tempat Ussha diberikan atas permobonm wiluk jangka wektu
selama 3 (fige) tabun den wajib didafter ulang setizp tahun dalam rangka
pengendalian dan pengawasan:

£2) Tain Tempaz Ussha tideik dipat dipindah tangankan Lepada pihak lain sebelum
mendspat persetuian terulis dari Bupasi Simeulue.

Pasal 10

Surat Izin Tempat Usaha dinyatakan tidak berlak lagi apabila
3 Pemegang Lzin Tempat Usaha menghentikan perusshaennyz;
b. Pemegang Izin Tempat Ussha mengubsh ates menambeh jenis dan tempat
ysahanya tanpa mengajukan permohonzn perubahan kepada Pupati Simenhic;
Tanpa melakulan pendafiaren ulung
, Dapat dicabut boin Tempat Usabanya karea telsh melanpgar peramran
perundang-undangan yang berlakn,

ap

Pasal 11

dimaksud dal

Surat Tein Tempat Usahe d kembali

pasal 9 uyal (1) Qanon ini. apsiils diajokan paling lambat dalum jangka weakin
3 (tiga) trlan sebelum berabir Surat fzin Tempet Usaha penama, sctclsh
membayar fiskal pada Dinas Pendapatan Deersh Kabupafen Simenlus,



BARVI
GOLONGAN RETRIBUST

Pasal 12

Retribusi [zin Tenpat Usaba termasuk dalam polongan Retribusi Peri
B VI
CARA MENGUKUIR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 13

Tingkst penggunann jasa Retribusi Tzin Tempat Usaha diukur berdasurkon jenis
nsaba dun l0as tempat usaha.

BRINSTP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF

Pasal 14

Trinsip dan sesaron dalem penetapan stroktur dan besarnyn larif Retribo
‘berdasarkan  pada mpum umule meputupi sehagian  atan  selurmh  bisya
penyelenggarean pemberian izin yang hersagkulin dengan mempertimbangkan
kemampuan masyurakat dan aspek keadilun.

BAB X
KETENTUAN RETRIBUST

Pasal 15

Besarnya tarif di felapkan sebagai berikut

Mo | Klasifikasi | Jeni [ Besar TaiM
or 2 ] |
3 |
A. | Peralatan Inal ATK, Bk, Majalah, Koran, | Rp. 2000~
Kutor  dis ‘Alat-ulat Sekelsh dan Foto Copy |
Sckalah
B. |Penjshit  dan  Jusl Kain/Pakalan, Juul Sepatu Rp. 2300~
Koanfeksi dam Panjahit Pakaian/Taylor
. | Assesories 1. Jual Assasories dan sejenisnyn Rp. 1300 |
2. Jual Mainan Anak-anik Rp. 2000

3 Tual Mas dan Perak Rp. 400K,




Kehuruhan
Rumeh Tanggs!
Kantor

Keschatan

Telekomumikasi
| dan Publikasi

Rental

Pertambangan
Encrgi

Dealer,
Distributor dun
Perheagkelan

Rumsh
Kecantikan

He

S R

EESTENTIS
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Jual Persbotan Kayu dan Perabot

Aluminium
Jual Beli Barang Bekas

Jual  Sembako, Kelomong dan
Rempah-rempah

Juai Harang Clektronik

Jual Alat-alat Olah Raga dem Alat-
Alat Musik

Phote Shudio

Dby oumdry

Depor Obat

“Tukang Gigd
Fitness dim Aerobic
Jual Alat-ular Kesehatan

‘Wartel, Warung  Imemet  dan
Jaringan Telekompnileasi
Kios Phon

Radic
Jual Aldat-atat KomunikastHP
TEatertaintments
Periklansn.

Alat-alat Musik
Periengkapan Pesty
Kemputer,VCD, Play
Station dsn Video Game
Mobil

Kenderann Bermotor

SPHU
Jual Gas Elpiji
Jual WMinvak / Oli

Denter Mobil

Dealer Keaderaan Bermator
Jual Sepeda

Jual Suku Cadimg Kenderaon
Bengkel Mobit

Hengkel Kenderaon Bermolor
Benghel Las dan Cat

Benghel Sepeda

Daoramer

Distributor

Salon Wanita, Wisma Pangkas Pria
dan Alat-alat Kecantikan

Rp.




Makanan  dan
Mituman

| Portanion  dan
Peternplem

Biro/lasa
Umum

Bidang
Kepariwisataan

. | Perbankun

MarketMaal

Gudang

Reperasi

e
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Restoran:
Cotering
Rumnah Makan
Kedai Kopt

Jual Bunga/Bibit Tenerman,
Pupuk/Obat-obaran Temaman

Funl Tkan Hins'Burung

Jual Maanan Temnak/Tkan
Penangkaran Udang,
Titchery/Pembibitan, ndang  dim
Tkan

Usaha Burung Walel

Jasa Kontruksi, Leveransier, Eksport
Import

Percetakan Penerbitan

Tasa Konsultan

Konsulan  Hulum, Pengacara dan
Nataris

Jasa Pengadann Tenaga Kerje

Jasa Pendidikan/Kursus

Almntan Publil

Bito Perjalanan

Bira Pengurusan Sura-surat dan |

Karge

Penukaran valas dan Pegadaian
Asuransi

Koperssi

Peshotclen bedintang

Hotel Melati
Wisma/Penginapan/Losmen
Pengelola fasilitas Wisata
Kebun Binatang

Biaskop

Tempat Hiburan Anak-ansk

Jasa Perbankan

Maal

Supor Market

Mini Market

Rusng Peaylmpagan/Pergndangan

Alat-alat  Elekironik,  Alatalat
anual

mekanik  dan  alatalst
lainnya




8. | Industi 1. Pembucton Sepatu { Sol Rp
’ 2. Pembuatan Tempe / Tehu Rp.
3. Fongelolann Air Mineral Ep.
4. Bahan Bangunun Rp.
5. Mukanan ! Minoman Rp.
6. Obul-obatan Rp.
7. Panglong Kayu/Sonmil Rp.
8. Tekstil Rp.
T. | Transportasi | 1. Angkutan Barang Rp.
2. Angkutan Penumpang Rp.

BABX

WILAY AH PEMUNGUTAN
Pasal 16

Retribusi yang teratang dipungur di witaysh tempat pemberian Tzin Tempat Usaha
diberikan.

SURST PENDAFTARAN
Pasal 17
(1) Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD:

(2) SPORI> schagpimans dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar
dan lengkap serla ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kursanya;

(3) Bentuk, isi serts tals cara pengisian dan penyampaian SPORD schagaimena
dimaksud dalar avat {1) ditcmnkin dengan keprtusan Bupat Simeulue.

BAR X
PENETAPAN RETRIBUST
Pusul 18

(1} Berdasarkon SPORD sebagaimana dimukssd dalam pasal 17 ayet (1)
ditetapkan retritusi terutang dengan mencrbitian SKRD atau dolumen lainnys.
yang dipersamakar;

(2) Apabila e hasil i dan ditermukan data baru dan | atan data,
yamg semyla belum lerunghap yang menyebabken penambahen jumlah
Tetribusi yang terulng, maka dikcluarkan SKRDKBT;

(3) Unwk, isi dap faly capp penerbian SKRD atun dokumen Jyin yang
dipersamakyy  sebpgaimane dimaksud pada ayar (1) dan SKRDKBT

scﬁ:%ipgmﬁ il daJFm ayat (2) ditelopkun dengan keputusan Bupati

Sifpr e, "




BAB X1l
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 19
(1) Perungutan tidek dapat diborongkan:

(3) Retribusi dipungut dengan menggunalen SKRD atau dokumen Jain yang
dipersamakan dan SKRDKBT.

AD XIV
FATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20
(1} Bupati Simeulne jott dan peny setribusi

yang terusang paling i ;ax:m 30 {tiga pnluh) hari setelah saat retribusi mmhng
(2) Tata cara penundaan iriby
diatur dengan keputusan Buvﬂu Shnealio.

DBAB XV
TATA CARA FENAGIHAN

Pasal 21

o surat Iin yang scjenis sebazi awal
tindaken polaksamaan penagiban retribusi dikeluarkan setoloh 7 (iujuli) hael
acjuk tanggal jatub tempo pembayaran.

2) Delam jungka wakte: 7 {ejub) serelah tanggal surst Legumuf;)c:mptm)a‘unm al
e, sejenis, wajib relribusi harus melunasi retribus yang terimatan,

(3) Surmt feguren sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) iketnarkan oleh
pojabat yang ditunjuk.

BAB XV1
SANKSI ADMINISTRASIT

Pasal 22

Palimn, bk wajib etribusi tidak membayar tepa waktunyu ntan kurang membayer,
dikenakai sanksi administrasi herupa denda sehesar 2% (dun persen) setiap bulan
dari besamya reteibusi yang lermang )m;\g tidsk @tap kurang bayar dan ditegih
dengan menpgunaken Surat Tagihan Redribu

BABXVIL
KFBERATAN

Pasal 23

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan keheratan hanys kepeda Bupati Simaylue
st kepada pejahat yang dimnjuk;

(2) Keberstan disjukan’ secata tertulis dalem Gahasa ‘Tndomesiy dengon disertai
alasan-alasim yaug jelss;



¢3) Dalam hal wajib reteibusi mengajukan keberatan atas ketelapan refribusi, wajit
retribusi haros dapat membuktikan ketidak bennnm ketetapan retribusi tersebul;

{4) Keberaten horus disjuken delam jengka waktu paling lama 2 {dua) hulan scjak
gzl pendafiaran (pemberitalan) kepada wajib retcibusi;

{5) Keberaton yang tidalc memennhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
@) den (3) tidak disngpap sebags Sumr Keberaran, sehingpa tidak
dipertimbangloan;

(6) Pengajuan keberatan ridsk menunda kewajiban membayar retribusi dan
pelaksanonn penngiban retribusi,

Pasal 24

(1} Bupati Simeulu: dala jangka waktu poling lama 6 (onam) butan sejel tanegal
Surut Keberatan diterima harus memberi kepulusan atas keberalan yang

diajukan;

(2) Kepumsam Bupati Simeulue atas keberstan dapat berups menerima selurshayn.
atau schagian menolak stap menambah beserya retribust yang terutang:

3 Aputnlu dalam janpka wiakm sebagaimana dimaksud dalern ayed (1) telab lowat

dan Bopati Simeulue tidak memberjkan suatn keputusan, keberatan yang

digjulean tersebur dianpgap dikabulkan

(4) Keputusan Bupati Simentue sehagaimana dimaksud dalam ayae (1), (2) dan (3}

sifat final;

(5) Pembebasan rcmibusi schagaimana dimakend dalam ayat (2) antra lain
diberikan kepada masyarakat vang ditimpsh bencana alum atau kerusakan;

(6) Tata cam pembebasan, pengutangan, ketingansn rewribusi ditetapkan dengan
epurusan Hupati Simeulue.

BAB XV
PENGEMBALLAN KELERIHAN PEMBAYARAN
Pasal 25

(1} Atns kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajuken
permebonan pengembalian kepada Bupati Simeuhie:

{2) Bupaii Simeulue dalam wakm pﬂlmg fama. 6 (enam) bulan. sejok tangeel

1 setribusi
muksnd dalam ayat (1) harus membcnkan keputusan;

(3) Apabila dalam jangkn wakiu sebagaimana dimeksud dalam ayat (2) telsh 1:wm
dan Bupaii Simeslue tidak memberikan suatu kepumsan, permohi:
pengenbalian etribusi di anggap dikabulkan dun SKRDLH harus dslabldﬂn
daloam jangka wakiu paling Jama 1 (sutu) balan;

(4) Apabila wajib rewibusi mempunyal hutang reribusi lsinnya, kclebihan

pembayaran retribust sehagaimany dimaksud dalem eyat (1) langsung
diehitungkan untuk mehunasi terlebih dahul huang rernbuu fersebut;

(5} Kelebihan p rewdbusi dimaksud dalam
avat (1) dilakukon dalam jamgkn woktu paling lama 2 {dus) bulan scjek
diterbitkan SKRDLB;

(6} Apahila pengembalian kelebihan pembayatan retribusi dilakukan setelah fevat
jangka wakm 2 (dus) bulan, Bupati Simeulue memberlkan imbalm bunga
sebesar 2% {dua persen) sebulan atas ketcrlambotan pewbayamn kelebihan
cetribusi,




Pasal 26

(&3] h lian kelebihan retribusi digjukan secar
tertulis kepada Bupati Simeulne dengan sckurang-kurangnya menyebutian :

o dan alamat wajib retribusi;

Masa retribusi

. Besamya kelebihan pembaysran;

Alasan yang singkat amcm,

@ r kelebihan retribusi di ikan scearz
lomgsuag atay tmelalui Kamor Pos toreatst;

(3) Bukti penerimony oleh pejebat dorrah atau bukti penerimaan Pos tercatat
‘merupakan bukti saar permohonan diterima oleh Bupati Simenluc.

mnTE

Pasal 27

(1) Pengembslian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Sura Perintah
Membayar Kelebiban Reteibusi;

(2 Apabila kelebihun pembayaran retribus diperhitungkan dengan hutang retsibusi
Ieinnya, scbegmimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4). pembayaran dilakulan
dengan csra pemindah buknan dan bkl pemindah bukuan juga berlaku sebagai
ukti pembryaran.

PENGURANGAN, KERINGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIDUSI

Pasal 28

(1) Bupati Simeulue dapai i i dan
retribusi;

(2) Pemberian penguriugan afm keringaman retribusi sebagaimuna dimaksud
dalam ayat (1) dehigan memperhatikan kemampuan wafib retribusi, antara lain
untuk mengangens

(3) Tate car keringan dan erribust
dimaksud anmnmun ditetapkan dengan keputtsaa Bu))at] imeulue.

BABXX
KE DALUARSA PENAGIIIAN
Pasal 29

(1} Hak ontuk melskukan penagihan retribusi, kedahuarsa setelah melampuul
jengkca walu 3 (tiga) tahun torbioung sejak suat leratangnya rotribusi, kecuali
apabila waib rerribusi melakukan tindak pidana a rereibust;

(2) Kadalusrsa penagiben rolribusi sebagaimans dimaksud dalam ayut (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat touran atan
b. Ada pengakuan hutung retribusi dari wajib retribusi baik langesung maupun
fidak Jangsung.




BAB XXI
EETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1} Setiap crang dan ¢ stau baden yung déngen sengafa melanggar ketentuan pasal 7
dapnt rllm\mzm hukutin 'kunm;.;m paling lama 6 (enerm) bulin don at denda

paling banyak 000000, ftige pulub lima juta rupizi);

(2) Wajib reullmsw yang. tidak molaksanskan kewajibannya schingga merugilan
keuangan dacralht diancam pidann kunmgan paling lama 6 (enam) bulan stou
denda paling benyak 4 ennpat ka jurslah et e

{3) Tindak pidana 1 ks dals ayul (1) adalah

DAR XXIT
PENYIDIKAN

Pasal 31

( Pegnwaj Negeri Sipil di lngkungen Pemerintsh Kobupaten Simeulve diberi
nangan  kbuses schugai penyidik tindak pidana tedadap pelanggeran

.ke(enmam I7in Tempat Useha;

{2) Kewenangan penyidik sebapaimans dimaksud pads syat (1) adalsh sebagal
berikut :

a. Mencrims, mencari, mengumpulkan dan mencliti keterangen atou laporn
brrkenann dengan tindak pidana pelangraran ketentuan Tzin Tempat Tiasha
wear ketarangan atau [mporan tersebut menjadi lengkap dem jelas;

Menelili, mencaci dan mengumpulkan ketecangan menpenai orng pribadi

dan { alen badan teatang kebenaran perbuatan yang dilakukan schubungan

dengan tinduk pidaa pelanggaran ketentuan Tzin Tempat Tsaha;

Memtints kegeraogan dan bahan bukti dari orang pritadi don / aten badsn

sehubungan dengen findak pidma pslangparan kewentuan lzin Tempat

b

Meminta  buko-buky,  catatacatatan  dan dokumen-dokumen  yong

berkenaan dengan tindsk pidan pelsnggaran ketentuan Trin Teapat Usabia;

Melalican untuk hahan huki

percatatan dan dokumen-dokumen lin, serm melalouken penyitsan tethadap

bahan bykti terschut

Meminta hantuen tenaga ahli dalam rangkn pelaksanaan taas penyidikan

lindalk pidana pelanggiran ketentuan Izin Tempat Usaha:

Menyuruh berhenti dan / way melarang sesporang meninggalkan ruangan

arau terpat pude sast pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang lain stau dokumen yong dibawa scoagaimana dimaksud

dalam husuf ¢

. Memonet seseorung vang berksimn dengan tindik pidana pelanggaran
Keteniuan Tn Tenpat Usaha;

i, Momunggil orwg wntuk didenpsr heteranganaya dan diperikss sebagai

tersangka ata saksi;

Menghentikan penyidikan;

Meluiukan tindskan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan findak
idang pelanggaran keteniuan Trin Tempat Usaha meturot hukom yang

dapar dipertanggung jawabkan;

-

o

P

I3

*

{3) Penyidiken sebagrimona dioalsud dalam ayat (1) memberitahykan dimulainya
fikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuniul umum, sesuai
dengan keteatuan yeng distur dalem Undang-undane Nomor § tabun 1981




BAB XXIN
KETENTUAN PENUTUP
Posal 12
Dengan berlakunya Quaur ini, maka sepak keleatusn yung tiduk sesusi dan
bertentamgan dengan Qunun ini dinyatalkan tidak berlaku lagi.
Pagal 31

Hal-hal yang behum diatar dalam Qunun ini, sepanjang mengenai pelaksanaanuya
akan diatur lehih lanjut dengen keputusn Bupat.

Pasal 34
anun ini mulai berlalo pada tanggat diundanglkan

Agar sctiap arng dapat hl Qanun in
dengas penempatnmnya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Simeulue

Disahkan di : Sinahang
2 Tan, t !

])ARMILI

Diundangkandi  : Sinabang

/ﬁQ SEKRETARIS D,

:28 Descmber 2005 M
26 Dzulgaidab 1426 F

KABUPATEN SIMEULUE),_

LEMBARAN DAFERAH KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN 2085 NOMOR : %4 SERI C NOMOR 11
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